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ABSTRAK 
 
Surya Ningsih Damanik (2019):  Peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam 
Pengawasan terhadap Pemanfaatan 
Sumber Daya Air untuk Irigasi di 
Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten 
Simalungun Berdasarkan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan 
Dan Pengelolaan Sistem Irigasi. 
 
Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang 
mempunyai sifat yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama bagi 
petani. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air 
untuk irigasi dilakukan oleh Dinas PU yang dilimpahkan kepada UPTD  di 
Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun dan berdasarkan Peraturan 
Menteri PU nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan 
Sistem Irigasi mengingat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air 
masih belum optimal dan peraturan menteri sebagai pelaksanaan pengawasan 
terhadap pemanfaatan sumber daya air tidak terimplementasi sepenuhnya. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah 
peranan dinas pekerjaan umum dalam pengawasaan terhadap pemanfaatan sumber 
daya air untuk irigasi di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun 
berdasarkan peraturan menteri PU nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan 
dan pengelolaan sistem irigasi dan apa faktor-faktor penghambat Dinas PU dalam 
melaksanakan pengawasaan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi 
di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun. 
Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang 
dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum  dan bagaimana 
efektivitas hukum ini berlaku dimasyarakat. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini adalah Kepala bidang PSDA di pematang raya, Kepala UPTD 
Bandar, Staf Lapangan dan Petani di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten 
Simalungun. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan 
pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dilakukan oleh 
Dinas PU yang dilimpahkan kepada UPTD berdasarkan peraturan menteri PU 
nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 
yang terdapat pada pasal 33 berbunyi pengawasan terhadap pengembangan dan 
pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan oleh direktorat terkait,balai besar 
wilayah sungai/balai wilayah sungai dan dinas provinsi yang melaksanakan tugas 
pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan 
kewenangannya. 
Dinas PU ataupun UPTD jarang sekali turun ke lokasi persawahan untuk 
melakukan sosialisasi terhadap petani, memantau atau pengawasan terhadap 
saluran irigasi secara keseluruhan sehingga terjadinya kecurangan air pada irigasi 
dan faktor penghambat Dinas PU atau UPTD yaitu kurangnya anggaran, 
banyaknya saluran irigasi yang perlu diperbaiki dan ada beberapa petani yang 
melakukan pelobangan saluran air digunakan untuk pembesaran anak ikan 
sehingga mengganggu jadwal tanam. 
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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah 
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penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan, 
berupa kesibukan penulis sendiri dibidang akademik dan keorganisasian sehingga 
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Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan 
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1. Ayahanda tercinta Sukiman Damanik dan Ibunda tercinta Ngatini yang 
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BAB I 
 PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Menurut Aristoteles di dalam bukunya Politica, Aristoteles 
merumuskan pandangannya tentang Negara. Menurutnya Negara adalah 
persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-
baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang didalamnya 
terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan 
negara (eccllesia). Maksud  negara hukum  ialah negara yang terdiri di atas 
hukum menjamin keadilan kepada warga negaranya.
1
 
Pasca-amandemen UUD 1945 mempertegas deklarasi negara hukum, 
dari yang semula hanya ada di dalam penjelasan, menjadi bagian dari batang 
tubuh UUD 1945. Berkaitan dengan eksistensi prinsip negara hukum tersebut, 
Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ialah: 
“ Negara Indonesia ialah negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. 
Negara Indonesia adalah negara hukum.” 
Sangat jelas bahwa ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi 
yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum 
(rechtstaats). Indonesia yang mengaku sebagai negara hukum secara otomatis 
berarti setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum sebagai sarana 
“Problem solving” masyarakat. Agar hukum di negara Indonesia harus 
                                                             
1
 Ni‟matul Huda, Ilmu Negara,(Jakarta : Rajawali Pers,2013), h.8 
 
 
2 
menjadi panglima dalam menciptakan ketertiban dan menjamin perlindungan 
hak-hak setiap warganya.  
Berdasarkan pada prinsip negara sebagai terkandung dalam pembukaan 
UUD 1945 tersebut. Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak 
asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan 
hidup yang baik jasmani maupun  rohani, antara lain berkaitan dengan hak-
hak asasi bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan agama. 
Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang 
mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya lainnya. Air 
merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan 
manusia, bahkan oleh semua makhluk hidup.
2
 Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 menyatakan: 
„‟Bumi dan Air dan Kekayaam alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat.‟‟3  
Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Pokok-pokok Agraria, Negara mempunyai wewenang untuk menguasainya. 
Pengertian dikuasai dipakai dalam aspek publik seperti yang dirumuskan 
dalam pasal 2 ayat 2 lebih lanjut memberi makna menguasai sebagai tindakan 
mengatur, merencanakan sekaligus mengelola dan melestarikannya.
4
 Air 
merupakan faktor yang penting dalam bercocok tanam. Selain jenis tanaman 
                                                             
2
 Hefini Effendi, Telah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan, 
(Yogyakarta : Penerbit Kanisus, 2003), h.2 
3
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat 3  
4
 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.1 
 
 
3 
kebutuhan air bagi suatu tanaman juga di pengaruhi oleh sifat dan jenis tanah, 
keadaan iklim, kesuburan tanah, cara bercocok tanam, luas areal pertanaman, 
topografi, periode tumbuh dan sebagainya. Cara pemberian air irigasi pada 
tanaman padi, tergantung pada umum dan  farietas padi yang ditanam. 
Istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari istilah management, 
yang mencakup kegiatan-kegiatan perencanaan, penataan, pelaksanaan atau 
pemanfaatan, dan pengawasan. 
5
 Pengelolaan sumber daya air di Indonesia 
diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(UUSDA) yang merupakan revisi terhadap UU No. 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan.  
Pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan pada semua aspek 
kehidupan manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari maupun untuk 
usaha yang menggunakan bahan dasar air atau sebagai penunjang, termasuk 
usaha di bidang pertanian. Pada Pasal 41 UUSDA disebutkan bahwa 
pemenuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem 
irigasi. Dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 
ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk 
dan yang ada pada sumber-sumber air. Pengelolaan kualitas air dilakukan 
dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber 
daya air. Sementara pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara 
mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber 
daya air. 
                                                             
5
 Bambang iriana djajaatmadja, Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 
Dalam Kerangka Desentralisasi, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), h.10 
 
 
4 
Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas PUPR di bidang PSDA 
mempunyai fungsi sebagai perumusan perencanaan kebijakan teknis 
pembangunan, pengelolaan pekerjaan, pengawasan dan pengendalian 
pekerjaan dari masing-masing bidang yang ada. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 30/PRT/M/2015  
tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Pasal 1 ayat 3 yang 
berbunyi : 
„‟irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air 
irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi 
permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan 
irigasi tambak. 
Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi :  
„‟pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk 
mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian‟‟. 
 Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi : 
„‟pengembangan sistem irigasi meliputi kegiatan pembangunan 
jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah 
ada‟‟. 
Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : 
„‟pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 
dilakukan oleh Direktorat terkait, Balai Besar Sungai/ Balai Wilayah 
 
 
5 
Sungai dan Dinas Provinsi yang melakukan tugas pembantuan operasi 
dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya ‟‟.6  
Dalam dunia pertanian, keberlanjutan sumber daya air sangat penting, 
maka pengelolaan penggunaan air untuk irigasi harus mengacu pada prinsip 
tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor 
pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian dari program 
swasembada beras menjadi swasembada pangan. Sebagai tindak lanjut dari 
UUSDA, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 
tentang Irigasi pada ketentuan umum Bab 1 berbunyi: 
 „‟irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air 
irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya adalah irigasi 
permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa, dan tambak. Untuk 
mengalirkan air sampai pada areal persawahan diperlukan jaringan 
irigasi dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh 
sebab itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air‟‟.7 
Otonomi daerah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk membangun daerahnya sesuai dengan sumber daya alam, 
sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya untuk kepentingan dan 
kesejahteraan rakyat. Guna mencapai harapan tersebut diberikan otonomi yang 
                                                             
6
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 
tentang Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi. Pasal 3 ayat 1, Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 33 
ayat 1  
7
 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang  Irigasi, Pasal 1 
 
 
6 
seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk menggali kemampuan dan 
permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.
8
 
Permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yaitu kurangnya 
pelaksanaan pengawasan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi air 
yang masuk ke sawah-sawah dan ladang-ladang di kecamatan Bandar huluan  
kabupaten simalungun, padahal setiap staf  lapangan UPTD memiliki tugas 
untuk pengawasan area irigasi, membersihkan saluran irigasi agar bertujuan 
untuk lebih melancarkan aliran air ke area persawahan sehingga pembagian air 
dapat terbagi dengan rata. Hal ini yang membuat masyarakat menjadi risau 
karena ketakutan kekurangan sumber daya air. Tanaman padi sawah 
memerlukan cuarah air antara  200 mm/bulan atau 1500-2000 mm/tahun 
dengan ketinggian tempat optimal 0-1500 mdpl. Masyarakat hanya ingin dinas 
pekerjaan umum yang di limpahkan kepada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 
(UPTD) di bagian staf lapangan lebih meningkatkan kinerja dalam 
pengawasan terhadap irigasi karena setiap staf lapangan mempunyai area 
irigasi yang harus diawasi dan fasilitas irigasi lebih memenuhi kebutuhan 
petani seperti memperbaiki atau pembangunan ulang aliran irigasi ke sawah 
dan ladang agar lebih meningkatkan hasil produksi pertanian.  
Pemanfaatan air terbagi menjadi dua macam tujuan yaitu penggunaan 
untuk pemungutan hasil, misalnya perikanan, tenaga air dan navigasi dan 
penggunaan bersifat memiliki langsung misalnya untuk irigasi dan untuk 
                                                             
8
 H.A.W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: PT. Raja Grafido 
Prasada, 2002), h.23 
 
 
7 
industri.
9
 Sumber daya air menjadi sumber daya terpenting setelah lahan, 
disebabkan air mampu menambah kesuburan tanah sehingga memungkinkan 
tumbuhnya sumber daya lain seperti vegetasi. Bentuk  permukaan tanah secara 
alami pada hakikatnya mempengaruhi aliran air khususnya di daerah panas. 
Aliran air membentuk sungai, telaga dan rawa-rawa yang berguna untuk 
pembangkit tenaga listrik, irigasi bahkan rekreasi. Sebagian aliran tersebut 
hilang menguap atau meresap ke dalam tanah membentuk air tanah. Air tanah 
dan air permukaan keduanya akan memenuhi kebutuhan manusia untuk irigasi 
maupun kebutuhan air minum. Saat ini hampir tidak ada penggunaan lahan 
tanpa pemanfaatan air baik secara langsung maupun tidak langsung.
10
 
Pemanfaatan sumber daya air pada kecamatan Bandar Huluan 
kabupaten Simalungun terakhir ini dirasa semakin meningkat, namun dibalik 
itu ketersediaan jumlahnya terbatas, seiring dengan pertumbuhan jumlah 
penduduk dan aktivitas masyarakat yang selalu meningkat, keterbatasan air 
bagi pertanian bukan saja terjadi pada musim kemarau, namun di musim hujan 
pun bisa terjadi. Hal ini disebabkan karena air hujan tidak dikelola dengan 
baik, Sehingga ketersediaan air menjadi berkurang dalam skala ruang dan 
waktu. Keterbatasan air menyebabkan berkurangnya, jenis dan jumlah 
produksi pertanian. 
Dengan demikian bangunan ukuran debit harus tepat dalam 
memberikan jumlah air sesuai yang melalui kebijakan tentang pengelolaan 
sistem irigasi ditingkat usaha tani yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2004 
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tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 
tentang Irigasi. Bab XIV pasal 85  yang berbunyi :  
„‟Pengawasan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 
pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan 
oleh Pemerintah, Pemerintah/Kota sesuai dengan kewenangannya 
dengan melibatkan peran masyarakat‟‟. 
Pelaksana pelayanan publik atau lazim disebut „‟pelaksana‟‟ adalah 
pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi 
penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 
tindakan pelayanan publik. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan 
publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan 
internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh atasan langsung 
dan oleh pengawasan fungsional, sedangkan pengawasan eksternal 
penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat dan oleh 
ombudsman ditingkat provinsi/kabupaten/kota.
11
 
Oleh karena itu, pekerjaan umum di bidang sumber daya air tersebut 
harus memiliki kualitas, keterampilan, dan memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan pekerjaannya agar dapat melayani masyarakat dan juga dapat 
meningkatkan prestasi kerja yang berdampak baik  bagi masyarakat maupun 
instansi itu sendiri dalam hal ini kinerja sangatlah menentukan keberhasilan 
pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum dapat berhasil atau berkelanjutan dengan baik. Berdasarkan pemaparan 
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masalah yang ada diatas penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut 
dengan judul : “Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan 
Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan 
Bandar Huluan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan 
Pengelolaan Sistem Irigasi” 
 
B. Batasan Masalah 
Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan yang akan 
penulis teliti adalah pengawasan dinas pekerjaan umum terhadap pemanfaatan 
debit air untuk irigasi berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 
30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di 
kecamatan Bandar Huluan kabupaten Simalungun yang meliputi pengawasan 
terhadap pemanfaatan pengaliran air dan pembagian air ke setiap sawah dan 
ladang. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan 
permasalahan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana peranan dinas pekerjaan umum dalam pengawasaan terhadap 
pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kecamatan Bandar Huluan 
Kabupaten Simalungun berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum 
nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi ? 
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2. Apa faktor-faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dalam 
melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya  
air untuk irigasi di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun?. 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah : 
a. Untuk  mengetahui peranan dinas pekerjaan umum dalam pengawasan 
terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi berdasarkan 
peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2015 tentang 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di kecamatan Bandar 
Huluan kabupaten Simalungun. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dinas pekerjaan umum 
dalam melaksanakan pengawasaan terhadap pemanfaatan sumber daya 
air dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.  
2. Kegunaan penelitian 
a. Secara teoritis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu 
hukum terutama yang berkaitan dengan masalah Dinas pekerja 
umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air 
untuk irigasi. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-
penelitian sejenis, pada masa mendatang. 
b. Secara praktis 
1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang 
berkaitan dengan masalah Dinas pekerja umum dalam pengawasan 
terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kecamatan 
Bandar Huluan kabupaten Simalungun berdasarkan peraturan 
menteri pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2015 tentang 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. 
2) Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi tentang apa dan bagaimana Dinas pekerjaan umum 
dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk 
irigasi di kecamatan Bandar Huluan kabupaten Simalungun 
berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 
30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi. 
3) Bagi istansi atau pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan 
pertimbangan untuk mengambil kebijakan. 
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E. Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.
12
 Metode merupakan cara 
kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan 
yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 
sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat penelitian  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum 
sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan 
untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat 
langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau 
informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. 
Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara 
rinci, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan gejala 
lainnya di dalam masyarakat. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum di Pematang 
Raya, UPTD Bandar dan Kecamatan Bandar huluan Kabupaten 
Simalungun. 
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3. Subjek dan objek Penelitian 
a. Subjek penelitian ini adalah Anggota Dinas PU, UPTD penyusunan 
program kerja, staf lapangan, dan masyarakat pertanian. 
b. Objek penelitian ini adalah peranan dinas pekerjaan umum dalam 
pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air di Kecamatan 
Bandar Huluan. 
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian  
Dalam penelitian ini ada tiga jenis data digunakan oleh peneliti, 
antara lain: 
a. Data Primer yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat 
lokasi penelitian
13
 baik dengan metode pengamatan ataupun 
wawancara, dengan kepala bidang PSDA Dinas PU di Pematang Raya, 
UPTD menyusun program kerja Bandar, staf lapangan dan masyarakat 
petani. 
b. Data Sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen-dokumen  resmi, 
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan 
Pengelolaan Sistem Irigasi. 
c. Data Tersier yaitu data yang diperolah dari ensiklopedia dan yang 
sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data 
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sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah 
hukum, jurnal dan sebagainya. 
5. Populasi Dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga 
berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
14
 
b. Sampel  
Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki 
sifat-sifat yang sama dari obyek merupakan sumber data  untuk 
penelitian.
15
 Adapun metode yang diambil adalah purposive sampling 
yaitu pengambilan disesuaikan dengan tujuan penelitian, sampel yang 
diambil hanya sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi 
populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah : 
Tabel 1.1 
Populasi dan Sampel 
No Responden Populasi Sampel Persentase 
1 
Kepala Bidang PSDA Dinas 
PU di Pematang Raya 
1 orang 1 orang 100 % 
2 
Kepala Unit Pelaksanaan 
Teknis Dinas (UPTD) PSDA 
Bandar  
1 orang 1 orang 100% 
3 Staf Lapangan 3 orang 3 orang 100% 
4 Masyarakat petani 500 orang 50 orang 10% 
Jumlah 505 orang 55 orang 10% 
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6. Teknik penggumpulan data 
Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian 
ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik sebagai 
berikut: 
a. Observasi  
Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang 
dilakukan  dengan cara mengamati serta melakukan pencatatan serta 
sistematis gejala-gelaja yang diselidiki. Gejala-gejala yang berkenaan 
dengan perilaku manusia, proses kerja, dan sebagainya.  
b. Wawancara 
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 
untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau responden 
secara lebih mendalam guna menjawab permasalahan yang penulis 
butuhkan. 
c. Angket  
Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 
pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. 
Yang menjawab angket dalam penelitian ini adalah masyarakat 
(petani). 
d. Studi Pustaka 
Studi Pustaka yaitu penulis mengambil beberapa buku-buku referensi 
yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. 
e. Dokumentasi  
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Dokumentasi adalah mengumpulkan data hasil dokumen atau berkas  
yang mendukung dalam penelitian ini. 
7. Analisis Data    
Metode yang digunakan untuk mengelolah dan menganalisa data yang 
telah terkumpul, maka penulis menggunakan Metode Deduktif. Metode 
Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan 
kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara 
umum ke khusus. 
 
F. Sistematika penulisan  
Dalam penelitian ini penulis membagi penulis dalam lima bab dengan 
uraian sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
   Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan 
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Menfaat Penelitian, 
Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
   Terdiri dari gambaran umum, tempat lokasi penelitian yaitu di di 
kantor Dinas Pekerjaan Umum di Pematang Raya dan UPTD 
Bandar serta Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun. 
BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 
   Berisi tinjauan umum, yakni pengertian Peranan, Pengawasan, 
pemanfaatan terhadap saluran irigasi, irigasi di kecamatan Bandar 
huluan kabupaten simalungun serta kedudukan peraturan menteri 
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dalam pengawasan dan pemanfaatan sumber daya air untuk 
irigasi. 
BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Peranan dinas pekerjaan umum dalam pengawasaan terhadap 
pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kecamatan 
Bandar Huluan kabupaten Simalungun berdasarkan peraturan 
menteri pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2015 tentang 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. 
B. Faktor-faktor penghambat dinas pekerjaan umum dalam 
melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya 
air untuk irigasi di kecamatan Bandar Huluan  kabupaten 
Simalungun berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum 
nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi.  
BAB V    :  PENUTUP 
   Bab ini menjelaskan tentang uraian kesimpulan dan saran yang 
berhubungan dengan hasil penelitian. 
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    BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Kabupaten Simalungun 
Setelah kemerdekaan Republik Indonesia maka berdasarkan Undang-
Undang Darurat (Drt) Nomor 7 Tahun 1956 dibentuklah Kabupaten 
Simalungun dengan 16 kecamatan yang berasal dari 16 distrik pada masa 
pemerintah Belanda dan berkembang menjadi 17 kecamatan yaitu Kecamatan 
Dolok Pardamean. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 
Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 dilaksanakan 
pemekaran kecamatan dari 17 kecamatan menjadi 21 kecamatan yaitu 
Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raya, Ujung Padang dan Tapian 
Dolok.  
Satu hal penting dalam sejarah pemerintah di Simalungun adalah 
ditetapkannya Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun pada tanggal 25 
April 1995 sebagai salah satu dari 25 Daerah Tingkat II Percontohan Otonomi 
Daerah. Pada pelaksanaannya, penyerahan urusan, baik yang berasal dari 
pusat maupun Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara meliputi 22 bidang, 
108 sub bidang dan 475 urusan yang ditangani oleh 24 dinas daerah.   
Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru oleh gerakan reformasi yang 
dimotori oleh mahasiswa, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian 
kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota melalui Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999. Dampak pemberlakuan undang-undang ini yang 
paling nyata adalah munculnya wilayah-wilayah pemekaran mulai dari tingkat 
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desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.Kabupaten 
Simalungun juga mengalami pemekaran wilayah desa/kelurahan dan 
kecamatan dimana sebelumnya terdiri dari 21 kecamatan dimekarkan menjadi 
30 kecamatan. 
Pemekaran wilayah tersebut meliputi Kecamatan Sidamanik yang 
dimekarkan menjadi Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik, 
Kecamatan Tanah Jawa menjadi Kecamatan Tanah Jawa dan Hatonduhan, 
Kecamatan Huta Bayu Raja menjadi Kecamatan Huta Bayu Raja dan Jawa 
Maraja Bah Jambi, Kecamatan Panei menjadi Kecamatan Panei dan 
Panombeian Panei, Kecamatan Siantar menjadi Kecamatan Siantar, Gunung 
Malela dan Gunung Maligas, Kecamatan Bandar menjadi Kecamatan Bandar 
dan Bandar Masilam, Kecamatan Pematang Bandar menjadi Kecamatan 
Pematang Bandar dan Bandar Huluan, Kecamatan Purba menjadi Kecamatan 
Purba dan Haranggaol Horisan.
16
 
 
B. Sejarah Kecamatan Bandar Huluan 
Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tentang pemerintahan 
daerah, tugas dan fungsi kecamatan berubah dari yang sebelumnya merupakan 
perangkat wilayah menjadi perangkat daerah. Pada tahun 1999  terjadi 
pemekaran dari kecamatan Pematang Bandar yang luas Wilayah 230,64 km 
dan 19 nagori/ kelurahan (dimekarkan). Disamping pemekaran kecamatan 
terjadi pula pemekaran nagori yang mulai dari pembentukan nagori persiapan. 
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Yang dimaksud dengan nagori persiapan adalah suatu wilayah tertentu yang 
akan dikembangkan menjadi nagori yang otonomi.  Kecamatan Pematang 
Bandar dipecah menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Pematang Bandar 
yang luas wilayahnya 230,66 km dan 10 nagori/ kelurahan dan Bandar  
Huluan yang luas wilayahnya 107,33 km dan 9 nagori/ kelurahan.  
Kecamatan Bandar Huluan mencakup 10 Nagori/Desa dan belum 
memiliki kelurahan, dimana 1 Nagori berstatus swakarsa dan 9 lainnya telah 
berstatus swasembada dengan ibu kota kecamatan adalah Nagori Naga Jaya 1. 
Setiap Nagori membawahi dusun sebagai lingkungan administrasi terkecil 
dimana jumlah dusun terbanyak adalah sebagai berikut : 
a. Nagori Jaya memiliki 16 Dusun.  
b. Bandar Tongah memiliki 15 Dusun. 
c. Nagori Bah Gunung memiliki 5 Dusun. 
d. Nagori Dolok Parmonangan memiliki 10 Dusun. 
e. Nagori Naga Jaya II memiliki 8 Dusun. 
f. Nagori Tanjung Hataran memiliki 8 Dusun. 
g. Nagori Bandar Betsy I memiliki 5 Dusun. 
h. Nagori Bandar Betsy II memiliki 5 Dusun. 
i. Nagori Naga Sopa memiliki 4 Dusun. 
j. Nagori Laras memiliki 3 Dusun. 
Masyarakat kecamatan Bandar Huluan mayoritas bermata pencaharian 
sebagai petani yaitu bercocok tanam padi, jagung, cabe, kebun sawit dan karet. 
Karena padi sebagai bahan makanan pokok sehari-hari jagung, cabe sebagai 
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bahan pangan tambahan jika padi tidak mencukupi. Ini disebabkan karena 
letak geografis tempat tinggal yang berada di daerah yang hawanya sejuk, 
tanahnya subur dan sesuai untuk bercocok tanam, sehingga sejak dulu dan 
sekarang mereka hidup dari bersahabat dengan alam dan terbiasa dengan 
kehidupan gotong royong dalam membantu semua kegiatan. 
Masyarakat kecamatan Bandar Huluan beragama dan bersuku tidak 
merata dalam artian masih mengelompokkan diri pada suatu wilayah tertentu. 
Beragama Islam 69,447 %, beragama Katolik 3.053%, beragama Protestan 
15.85%, beragama Hindu 5%, beragama Budha 1,1%, dan beragama lainnya 
6%. Di kecamatan Bandar Huluan terdapat 8 etnis yaitu suku Batak 
Simalungun, suku Batak Toba, suku Karo, suku Mandailing, suku Jawa, suku 
Melayu, suku Pak-Pak, suku Nias.
17
 
 
C. Letak dan Luas Wilayah  
Kecamatan Bandar Huluan sebagai salah satu kecamatan di kabupaten 
simalungun yang memiliki luas 107,33 km
2
 dengan letak sebelah Utara 
berbatasan dengan kecamatan Bandar Masilan, sebelah selatan dengan 
kecamatan Gunung Maligas dan Gunung Malela, sebelah Barat dengan 
kecamatan Dolok Batu Nanggar dan sebelah timur dengan kecamatan 
Pematang Bandar. 
Letak kecamatan Bandar Huluan di atas permukan laut adalah 26-100 
meter dimana pada ketinggian 26-50 meter seluas 2.250 Ha dan ketinggian 51-
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100 meter seluas 7.985 Ha dari keseluruhan luas wilayah yang berada pada 
ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut seluas 10.235 Ha. 
Menurut kemiringan/kelerengan tanah, luas wilayah kecamatan Bandar 
Huluan terdapat pada lahan yang kemiringannya 0-2  seluas 9.550 Ha dan  2-
15  seluas hanya 685 Ha.18 
 
D. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun 
1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum  
Menurut Undang-Undang Nomor 30 tentang Peraturan Daerah, 
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sehingga pemerintah daerah kabupaten Simalungun 
mengeluarkan peraturan nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Dan 
Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun. 
Peraturan tersebut pada pasal 30 mengenai kedudukan dan tugas 
pokok dari dinas pengelolaan sumber daya air, pengairan yang dimana 
kedudukannya merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah 
kabupaten Simalungun. Dan bertugas sebagaimana melaksanakan urusan 
pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta 
melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada 
daerah dalam rangka desentralisasi. 
Bidang pengelolaan sumber daya air memiliki kontribusi yang vital 
dan berdimensi strategi bagi pembanguan serta sebagai prekat kesenjangan 
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antara wilayah administrasi sehingga secara sistematik 
penyelenggaraannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang 
lain karena masih dalam wilayah administrasi dan peningkatan sumber 
daya air untuk meningkatkan kemakmuran daerah seperti pertanian dan 
perikanan. 
Pertama kali kantor dinas pekerjaan umum didirikan di kota 
Pematang Siantar pada tahun 1998. Kemudian ibu kota kabupaten telah 
resmi berpindah ke Pematang Raya pada tanggal 23 Juni 2008 dari kota 
pematang siantar yang telah menjadi daerah otonom, setelah tertunda 
selama beberapa waktu.
19
 Dan sampai dengan sekarang yang pernah 
menjabat sebagai kepala dinas di dinas pekerjaan umum, adalah sebagai 
berikut : 
a. RIZAL ALAM LUBIS (1998) 
b. JONNER SIBARANI  (2000) 
c. ANTONIUS DAMANIK (2003) 
d. RAMADANI PURBA (2005) 
e. JANNAS MALAM (2009) 
f. DEBORA (2013) 
g. RESMAN SARAGIH (2015) 
h. BENNY S.H SARAGIH, ST,M. Si (2017-sekarang) 
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 Arsip Dokumen dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang 
Kabupaten Simalungun 
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2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum 
Visi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Penataan Ruang 
Kabupaten Simalungun adalah tersedianya infrastruktur pekerjaan umum 
yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan 
untuk mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera. ” Sedangkan 
Misinya adalah :  
a. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur 
b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas serta terkondisinya 
jalan/jembatan menjadi baik dalam rangka pengembangan wilayah dan 
kelancaran transportasi barang/jasa dan manusia. 
c. Memenuhi kebutuhan infrastruktur di bidang sumber daya air, untuk 
mendukung ketahanan pangan dan terkondisinya jaringan irigasi, serta 
mengamankan pusat-pusat produksi dan pemukiman dari daya rusak 
air. 
d. Meningkatkan kualitas penataan ruang terbuka hijau/taman 
perkotaan/penerangan jalan yang asli, aman dan nyaman bagi 
masyarakat. 
3. Fungsi dan Peran Pekerjaan Umum 
a. Fungsi Pekerjaan Umum  
Dinas Pekerjaan Umum di bidang sumber daya air dalam 
melaksanakan tugas mempunyai fungsi : 
1) Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum pengairan. 
2) Penyusunan, perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi, 
operasi dan pemeliharaan serta pemanfaatannya. 
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3) Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi prngairan/ sumber daya 
air 
4) Pelaksanaan penyediaan air baku dan eksploitasi pembagian air 
serta pemeliharaan jaringan pengairan/sumber daya air. 
5) Pelaksanaan eksploitasi, pengendalian, penanggulangan bencana 
banjir dan kekeringan. 
6) Pembinaan, bimbingan, dan pemberian perijinan di bidang 
pengairan/sumber daya air. 
7) Pemberian dan pelaksanaan perijinan terhadap penetapan, 
perubahan atau pembongkaran bangunan yang berada di perairan 
umum. 
8) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan 
peralatan/ perbekalan serta pemberdayaannya. 
9) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga dinas dan 
Pengendalian pelaksanaan unit pelaksana teknis. 
10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
b. Peranan Pekerjaan Umum 
Dinas Pekerjaan Umum di bidang sumber daya air dalam 
melaksanakan tugas mempunyai peran yaitu melakukan perencanaan, 
pengawasan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, 
inventarisasi, sarana pengairan/sumber daya air serta yang diberikan 
oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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4. Stuktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan 
Ruang 
BAGAN 2.1 
STRUKTUR UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PSDA BANDAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPALA UPTD 
SANGKOT SIRAIT, SH 
NIP. 19670228 199803 2 002 
 
PENATA MUDA TINGKAT 1 (III/B) 
 
 
PEMERIKSA SEKTOR 
(SDA) 
MARICCON 
SINAGA 
DEDI 
IRWANSYAH 
1. SUROTO (P2A) 
2. C. JULANDI 
SAGARIH (THM)       
(PEKSAL) 
 
1. HAIRUL 
SINAGA (POB) 
2. SAMPUL 
(PEKSAL) 
3. AMAT SARI 
(POB) 
4. PONO (POB) 
5. RAMEDI 
SINAGA 
(PEKSAL) 
KASUBBAG TATA USAHA 
RUSLAN EDI PURBA,SP 
NIP. 19700504 200701 1 013 
 
PENATA MUDA (III/a) 
 
1. ADIN SAUT SITUNGKIR, SH 
 
ISKANDAR 
DAMANIK 
 
1. JUAHIR (POB) 
2. EDU LUMBAN 
SIANDAR 
(P2A) 
PENGADMINISTRASI 
UMUM 
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a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, terdiri dari 
1) Sub bagian umum dan kepegawaian. 
2) Sub bagian keuangan. 
3) Sub bagian perencanaan dan pelaporan  
c. Bidang Bina Teknik, terdiri dari 
1) Seksi perencanaan teknik jaringan jalan dan irigasi 
2) Seksi perencanaan teknik gedung, tata ruang dan sarana permukiman. 
3) Seksi jasa konstruksi dan pengujia. 
d. Bidang Bina Marga, terdiri dari 
1) Seksi pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan. 
2) Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan. 
3) Seksi alat-alat berat dan kendaraan bermotor. 
e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari 
1) Seksi penataan bangunan dan gedung. 
2) Seksi saranan dan prasarana permukiman. 
3) Seksi pengembangan sistem penyediaan air minum. 
f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari 
1) Seksi pembangunaan dan peningkatan sumber daya air. 
2) Seksi eksploitasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air. 
3) Seksi pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air. 
g. Bidang Perumahan dan Tata Ruang, terdiri dari 
1) Seksi perumahan. 
 
 
28 
2) Seksi evaluasi bantuan pembiayaan perumahan. 
3) Seksi tata ruang. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas 
1) Kepala unit pelaksana teknis pendapatan kecamatan 
2) Kepala sub bagian tata usaha 
Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, 
Perumahan, Penataan Ruang Kabupaten Simalungun sebanyak 14 UPT, 
sebagai berikut : 
1. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bandar, meluputi wilayah kerja  
a. Kecamatan Bandar Huluan 
b. Kecamatan Pematang Bandar 
c. Kecamatan Bandar Masilam 
2. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bosar Maligas, meliputi wilayah 
kerja  
a. Kecamatan Dolok Masagal 
b. Kecamatan Dolok Batu Nanggar 
c. Kacamatan Dolok Panribuan 
d. Kecamatan Dolok Pardamean  
3. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Dolok Silau , meliputi wilayah kerja  
a. Kecamatan Girsang Sipang 
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4. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Gunung Malela, meliputi wilayah 
kerja  
a. Kecamatan Gunung Maligas 
5. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Haranggaol Harison, meliputi 
wilayah kerja 
a. Kecamatan Huta Bayu Raja 
b. Kecamatan Jawa Meraja Bah Jambi 
6. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Jorlang Hataran 
7. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Panei, meliputi wilayah kerja  
a. Kecamatan Panombeian Panei 
8. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pematang Sidamanik, meliputi 
wilayah kerja  
a. Kecamatan Sidamanik 
b. Kecamatan Silimakuta 
9. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Purba. 
10. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Raya, meliputi wilayah kerja  
a. Kecamatan Raya Kahean 
11. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Silau Kahean  
12. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tanah Jawa  
13. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tapian Dolok  
14. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Ujung Padang 
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BAB III 
KAJIAN TEORITIS 
 
A. Teori Peranan  
1. Peranan  
Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan 
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan 
pendapat diatas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau 
sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat 
tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang 
berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk 
kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama 
lain.
20
 
Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Peranan adalah sebagai 
berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila 
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan 
suatu peranan.
21
 Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudin dalam 
buku “ensiklopedia manajemen “ mengungkap sebagai berikut : 
a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen; 
b. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 
c.  Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata; 
                                                             
20
 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Balau Pustaka, 1995), 
h.751  
21
 Soerjono Soekanto, Terori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.243 
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d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang 
ada padanya.
22
 
e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 
 Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern (1995: 100) yang 
dikutip dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan David 
Bery mendefinisikan “peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang 
dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial 
tertentu. Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh 
Soerjono Soekanto. ia mengatakan bahwa peranan (role) merupakan aspek 
dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan 
(Soerjono Soekanto, 2002:243). 
Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada 
individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang 
harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan 
masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal 
dari pola-pola pergaulan hidupnya.  
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa 
peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian 
dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran 
mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab 
akibat. 
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 Komaruddin,  Ensiklopedia Manejemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994),  h.68 
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Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu:
23
 
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 
kehidupan kemasyarakatan; 
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 
c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 
bagi struktur sosial masyarakat. 
 Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu 
atau kelompok yang dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya 
Air, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan 
dengan posisi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam masyarakat 
Petani, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan 
yang membimbing Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam proses 
pembangunan  masyarakat petani, dalam hal ini penulis merujuk norma 
hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan 
daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air  maka akan tercipta suatu hubungan yang 
memunculkan nilai pelayanan antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 
dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (social 
circle), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan Dinas Pengelolaan 
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 Soerjono Soekanto, Op.cit, h.245 
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Sumber Daya Air dalam masyarakat, dan juga perilaku Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air yang penting bagi struktur sosial masyarakat petani. 
Selain itu, menurut Soekanto pembahasan perihal aneka macam peranan 
yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-
hal sebagai berikut: 
a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur 
masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;  
b. Peranan tersebut harus dilekatkan pada Dinas Pengelolaan Sumber 
Daya Air sebab masyarakat petani sudah menganggap dinas PSDA 
mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Mereka harus 
terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk memjalankan 
tugas dan fungsi dengan semestinya; 
c. Dalam dinas pengelolaan sumber daya air kadangkala dijumpai 
individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya 
sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat petani. Karena 
mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-
kepentingan pribadi yang terlalu banyak; 
d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, 
belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang 
seimbang. 
Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status 
kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam 
masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu 
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pada organisasi instansi dan masyarakat petani. Hal inilah yang hendaknya 
kita fikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan 
kedudukan dari pada peranan.
24
 
Aspek-aspek peran menurut biddle dan Thomas membagi 
peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu 
a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 
b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 
c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 
d. Kaitan antara orang dan perilaku 
 
B.  Teori Pengawasan  
Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang sumber 
Daya Air yang lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 
2006 Tentang Irigasi mendefinisikan pengawasan ialah pengawasan dalam 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada pemerintah, 
pemerintah/kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran 
masyarakat dan pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, 
pedoman, manual, pelaporan, memberikan rekomendasi dan penertiban.
25
 
Pengawasan pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, 
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi 
sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Rencana pengelolaan 
sumber daya air berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi Pasal 85 
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konservasi sumber daya air, perencanaan pengelolaan sumber daya air 
dilaksanakan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan 
sumber daya air dibuat berdasarkan wilayah sungai dengan memeperhatikan 
prinsip keterpaduan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha 
seluas-luasnya. 
a. Pengertian Pengawasan  
Istilah mengenai pengertian pengawasan menurut bahasa Indonesia 
berasal dari kata „‟awas‟‟ dimana berarti pengawasan adalah aktifitas 
mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Aktifitas lanjutan dari 
pengawasan adalah melaporkan hasil pengawasan tersebut. Pengawasan 
adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan 
yang dapat mendukung pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja 
yang telah ditetapkan tersebut dan proses untuk memastikan bahwa segala 
aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
26
 
Sedangkan menurut para ahli, pengawasan didefinisikan sebagai berikut :
27
 
Pengawasan adalah usaha dan tindakan dalam rangka untuk 
mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut 
ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai (Victor M. Situmorang dan 
Jusuf Juhir : 1998) 
Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh 
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 
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 Adisasmita Raharjo, Manajemen Pemerintah, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2011), h.15 
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dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 
sebelumnya (Sondang P. Siagian : 2005).  
Pengawasan adalah suatu proses yang menetapkan terkait hal yang 
harus dilaksanakan, tujuan dilaksanakannya hal tersebut, dan supaya yang 
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (Soekarno K : 1986). 
Pengawasan adalah proses dalam  menetapkan ukuran kerja dan 
pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 
sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Schermerhorn : 
2002). 
Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu 
perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang 
diharapkan akan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya 
diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan 
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui 
pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang 
telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara 
efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas 
yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana 
pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi 
sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan  sampai sejauhmana 
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
28
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b. Prinsip Pengawasan 
Bahwa pada prinsipnya pengawasan itu penting dalam 
melaksanakan pekerjaan dan tugas dalam suatu organisasi, baik organisasi 
usaha maupun organisasi pemerintah, sehingga pengawasaan tersebut 
diadakan dengan maksud untuk yaitu sebagai berikut :
29
 
1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak dan 
memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 
mengadakan pencegahan agar tidak terulaing lagi kesalahan-kesalahan 
yang sama atau timbulmya kesalahan baru. 
2) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 
rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 
direncanakan dan mengetahui hasil kerja sesuai dengan program 
seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. 
3) Mengetahui hasil pekerja dibandingkan dengan yang telah ditetapkan 
dalam planning, yaitu standar. 
c. Fungsi Dan Tujuan Pengawasan  
1) Fungsi pengawasan 
Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi 
pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan 
yaitu sebagai berikut :
30
 
a. Pengawasan menilai apakah setiap elemen/unit dalam organisasi 
menjalankan kebijakan dan aturan masing-masing. 
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b. Sebagai penilai terkait pengontrol aktivitas pengelolaan sumber 
daya air apa sudah memadai dan dilaksanakan dengan efektif. 
c. Pemantauan aktivitas yang telah dikerjakan secara efektif meraih 
sasaran yang ditentukan sebelumnya. 
d. Melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, 
pembangunan, peningkatkatan, pemeliharaan, pemanfaataan dan 
pengawasan sumber daya air. 
e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Tujuan pengawasan  
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan 
atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan mempunyai tujuan sebagai 
berikut:  
a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana,  
kebijakan dan perintah. 
b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan Mencegah pemborosan 
dan penyelewengan  
c) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa 
yang dihasilkan  
d) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 
organisasi 
e) Menjamin keberlangsungan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, 
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. 
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f) Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan. 
d. Jenis – jenis pengawasan  
Ada beberapa jenis pengawasan yaitu sebagai berikut : 
1) Pengawasan internal dan eksternal 
Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang 
dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit 
lembaga atau organisasinya. Sedangkan pengawasan eksternal 
merupakan pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang 
terdapat diluar unit lembaga atau organisasi yang diawasinya. 
2) Pengawasan preventif atau  represif 
Pengawasan preventif atau represif merupakan suatu bentuk 
pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan 
tersebut dilakukan sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan 
yang melenceng. Sedangkan pengawasan represif merupakan suatu 
bentuk pengawasan yang dilakukan pada kegiatan setelah kegiatan itu 
sudah selesai dilakukan. 
3) Pengawasan aktif atau pasif 
Pengawasan aktif merupakan suatu bentuk pengawasan yang 
dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan 
pengawasan pasif merupakan suatu bentuk pengawasan yang 
dilaksanakan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat 
ataupun laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti 
penerimaan dan pengeluaran. 
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4) Pengawasan kebenaran formil 
Pengawasan kebenaran formil merupakan suatu bentuk 
pengawasan menurut hak dan memeriksa kebenaran materil terkait 
tujuan dilakukannya pengeluaran. 
Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan 
pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu 
kegiatan dan/atau usaha yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan 
pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan sidak. Pengawasan 
rutin dilakukan secara berkelanjutan dengan interval waktu tertentu atau 
berkala dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan. Sedangkan 
pengawasan yang bersifat mendadak dilakukan tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu.
31
  
 
C. Teori Pemanfaatan 
Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata „‟ manfaat‟‟ yakni suatu 
penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. 
Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau 
pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung 
maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Sedangkan menurut para ahli, 
pemanfaatan didefinisikan sebagai berikut :
32
 
Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu 
yang berguna ( Prof. Dr. J. S. Badudu : 2002). 
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Pemanfaatan adalah proses atau cara, pembuatan untuk memanfaatkan 
sesuatu yang kita butuhkan ( Hasan Alwin : 1998 ). 
Pemanfataan adalah kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan 
suatu yang ada menjadi bermanfaat ( Poerwadarminto : 2002 ). 
1. Pemanfaatan Sumber Daya Air 
Di Indonesia, sumber daya air adalah kekayaan alam yang dikuasai 
oleh negara dan dimanfaakan untuk kesejahteraan rakyat. Sumber daya air 
sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup demi kelangsungan 
hidupnya. Air adalah sumber daya yang terbahari, bersifat dinamis 
mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta 
mengalami perubahan bentuk dan sifat. Air ini dimanfaatkan untuk 
berbagai keperluan kehidupan sehari-hari. 
Penggunaan sumber daya air dimaksudkan untuk memanfaatkan 
sumber daya air dan prasarananya, seperti pemanfaatan sungai untuk 
transportasi air maupun pemanfaatan air untuk rumah tangga dan petani. 
Penggunaan sumber daya air ini dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan 
dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam 
perencanaan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang 
bersangkutan. 
Peranan air dalam kehidupan sangatlah banyak, terkadang dalam 
penggunaannya tidak dilakukan secara bijaksana, sehingga tidak 
memperhitungkan lagi dampak negatif yang dapat terjadi. Untuk itulah 
kesadaran atas penghematan dan upaya melestarikan sumber daya air 
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harus ditanam dan dipupuk oleh semua manusia. Sumber daya air 
sangatlah banyak karena hampil 70% tertutupi air, yang pertama air laut 
97 % dari total keseluruhan air dunia serta 3 % air tawar dan dari 3 % 
itupun 70 % berbentuk es. 30 % lainnya ada di danau, sungai, air 
permukaan dan air dalam tanah.
33
 
Berdasarkan letak dan asalnya air secara umum yaitu sebagai 
berikut : 
a. Air permukaan  
Jenis air permukaan merupakan air hujan yang mengalir di atas 
permukaan bumi dikarenakan tidak mampu terserap kedalam tanah 
dikarenakan lapisan tanahnya bersifat rapat air, sehingga sebagian 
besar air akan tergenang dan cendrung mengalir menuju daerah yang 
lebih rendah, air permukaan inilah yang sering disebut sungai.  
1) Air sungai 
Merupakan jenis air permukaan dengan tingkat kekotoran 
yang sangat tinggi. Paling sering digunakan oleh manusia seperti 
untuk irigasi, transportasi dan untuk pemenuhan kebutuhan 
lainnya.  
2) Air angkasa 
Air yang asalnya dari udara atau atmosfer yang jatuh ke 
permukaan bumi. Perlu diketahui bahwa komposisi air yang 
                                                             
33
 Ir Trie M. Sunaryo, M. Eng, Dkk, Pengeolaan Sumber Daya Air, (Malang: Bayumedia 
Publishing, 2007), h.23 
 
 
43 
terdapat di lapisan udara bumi berkisar 0.001% dari total air yang 
ada di bumi.
34
 Menurut bentuknya air angkara terbagi menjadi : 
a) Air hujan  
Matahari berperan dalam mendorong proses terjadinya 
penguapan uap air yang ada di permukaan bumi naik hingga 
atmosfer. Disanalah uap air akan mengalami kondensasi 
sehingga berubah wujud menjadi titik air yang akan semakin 
berat dan akhirnya jatuh kembali ke permukaan bumi dalam 
bentuk hujan. 
b) Air salju 
Memiliki karakteristik yang sama dengan air hujan, 
hanya saja karena suhu udara disekitar yang lebih rendah 
sehingga titik air berubah menjadi es dan jatuh kembali ke 
bumi dan bentuk kepingan es bertekstur lembut yang sering 
disebut dengan salju.  
c) Air es  
Proses pembentukannya sama dengan air hujan dan 
salju, hanya saja udara saat terjadi kodensasi lebih dingin lagi 
sehingga membentuk butiran es yang ukurannya bervariasi. 
Sebenarnya es dapat terbentuk pada suhu yang lebih tinggi 
asalkan tekanan udara saat itu juga tinggi. 
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d) Air tanah 
Merupakan segala macam jenis air yang terletak di 
bawah lapisan tanah. Menyumbang sekitar 0.6% dari total air 
di bumi. Hal ini menjadikan air tanah lebih banyak dari pada 
air sungai dan danau bila digabungkan maupun air yang 
terdapat di atmosfer. Air tanah dapat dikelompokkan menjadi 
air tanah dangkal dan air tanah dalam. Umumnya masyarakat 
lebih sering memanfaatkan air tanah dangkal untuk keperluan 
dengan membuat sumur hingga kedalaman tertentu sekitar 9 
hingga 15 meter dari bawah permukaan tanah.
35
 
Pengelolaan sumber daya air di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Nomor  7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang merupakan 
revisi terdapat Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan memberikan wewenang kepada pemerintah dalam pasal 3 ayat 
2 yaitu : 
a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan/atau sumber-
sumber air. 
b. Menyusun, mengesahkan dan memberikan izin berdasarkan 
perencanaan dan perencanaan teknis tata guna air dan tata perairan. 
c. Menyusun, mengesahkan dan memberikan izin peruntuk, 
penggunaan, peyediaan air, dan/atau sumber-sumber air. 
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Pengelolaan air diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan 
berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan 
air  yang berkelanjutan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.
36
 
Ada beberapa pemanfaatan sumber daya air bagi kehidupan manusia 
yaitu sebagai berikut :  
a. Sebagai sumber pengairan dalam pertanian dan pemenuhan kebutuhan 
rumah tangga 
b. Sebagai sumber tenaga listrik dan sebagai bahan baku 
c. Sebagai media kebersihan dan sebagai indikator kelestarian lingkungan 
d. Memperlancar perekonomian rakyat 
2. Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Air 
Setelah mengetahui manfaat air, maka perlu juga diketahui 
kebijakan apa saja yang harus dibuat dalam pemanfaatan sumber daya air 
agar kelestarian sumber daya air tetap terjaga. Berikut adalah beberapa 
kebijakan yang dapat diterapkan dalam pemanfaatan sumber daya air. 
a. Penyediaan air harus memenuhi syarat, yaitu air yang berkualitas dan 
berkuantitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
b. Sistem irigasi dan rawa harus dikembangkan, sehingga dapat 
membantu produktivitas di bidang pertanian, meningkatkan ketahanan 
pangan dan mensejahterakan petani. 
c. Efesiensi dan efektivitas penggunaan air untuk irigasi harus 
ditingkatkan, dengan cara mengutamakan pemeliharaan, kegiatan 
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operasi, peningkatan kerja serta rehabilitasi daripada pembangunan 
irigasi yang baru. 
d. Pemanfaatan sumber daya air harus mendukung perekonomian rakyat 
secara efektif dan efesien, dengan cara membuat pertimbangan 
kepentingan antar sektor dan antar wilayah. 
e. Prinsip penanggungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air harus 
diterapkan bagi penerima manfaat air. 
f. Peran dunia usaha dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya air 
harus tetap mengedepankan kepentingan umum. 
g. Perlu dibuat pengendalian percemaran sumber daya air, terutama untuk 
sumber air tanah, sungai dan danau.
37
 
Pemanfaatan sumber daya air merupakan hal yang cermati. Dalam 
upaya efisiensi pemanfaatan sumber daya air maka terdapat empat hal 
penting yang perlu diketahui yaitu :
38
 
a. Efisiensi penampungan  
Untuk efisiensi penampungan maka diupayakan bahwa air 
hujan datang untuk ditampung baik secara alamiah maupun artifisial 
melalui panen hujan dan aliran permukaan. Upaya panen hujan dan 
aliran permukaan memiliki dampak ganda karena selain bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan air untuk petanaman, pada usaha tani 
lahan kering dan hasil panen hujan dan aliran permukaan dalam jumlah 
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yang banyak dapat dimanfaatakan dalam antisipasi untuk 
memperpanjang masa tanam di akhir musin hujan. 
b. Efisiensi penyimpanan 
Panen air mengarah pada konsentrasi dalam skala kecil, 
pengumpulan, penyimpanan dan pemanfaatan aliran permukaan untuk 
keperluan pertanian, air selanjutnya akan dikumpulkan dan 
dimanfaatkan di dalam waduk dan kemudian air digunakan untuk 
berbagai keperluan, melalui rumah tangga, irigasi dan konsumsi 
ternak. 
c. Efisiensi penyaluran 
Penghematan air dalam pemanfaatan melalui peningkat 
efisiensi penggunaan air pertanian disarankan sebagai kesipan dalam 
mengantisipati permintaan yang akan datang ketika kebutuhan yang 
akan meningkat. Jadi pertanian beririgasi (lahan sawah) semakin 
meningkat.pengelolaan yang kurang baik disebut sebagai penyebab 
yang paling sering dalam ketidakefisinsinya penggunaan air dalam 
perencanaan irigasi. 
d. Efisiensi pemanfaatan 
Pemanfaatan air di petakan sawah juga harus selalu berlangsung 
supaya tidak mengakibatkan dampak negatif terangkutnya senyawa-
senyawa penting dalam tanah.  
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Pengelolaan sumber daya air termasuk sumber mata air yang 
meliputi beberapa aspek antara lain yaitu sebagai berikut : pemanfaatan, 
pelestarian dan pengendalian.
39
  
a. Aspek pemanfaatan 
Pemanfaatan sumber daya air termasuk sumber mata air ini 
biasanya untuk berbagai keperluan misalnya untuk kebutuhan 
domestik, irigasi dan pertanian, pembangkit listrik, pelayaran di sungai 
serta industri dan pariwisata. Biasanya yang terlintas dalam pikiran 
manusia adalah aspek pemanfaatan ini. Setelah terjadi 
ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan yang tersedia, manusia 
mulai sadar akan aspek yang lain.  
b. Aspek pelestarian 
Agar aspek pemanfaatan dapat berkelanjutan maka sumber daya 
air perlu dijaga kelestariannya baik dari segi jumlah atau mutunya. 
Menjaga daerah tangkapan hujan, menjaga air dari pencemaran limbah 
merupakan bagian dari pengelolaan.  
c. Aspek pengendalian 
Selain memberi manfaat air juga memiliki daya rusak fisik 
maupun kimiawi, karena itu tidak boleh dilupakan adalah pengendalian 
terhadap daya rusak yang berupa banjir dan pencemaran.  
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D. Teori Irigasi 
Indonesia adalah  negara dengan iklim tropis yang memiliki dua musim 
yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada musim kemarau jumlah air yang 
ada tentu tidak sebanyak seperti pada musim penghujan. Pada musim kemarau 
inilah lahan pertanian memerlukan air untuk tanaman, maka petani berusaha 
untuk mendapatkan air dengan cara pemanfaatan  saluran-saluran air yang 
dapat mengairi lahan pertanian. Inilah yang dimaksud dengan usaha untuk 
mendapatkan air. 
Undang-undang sumber daya air memberikan wewenang kepada 
negara untuk menentukan hak guna air. Pemegang hak guna air berkewajiban 
memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam 
koservasi sumber daya air dan perlindungan serta pengamanan prasarana 
sumber daya air. Hak guna air ini dibedakan atas hak guna pakai air dan hak 
guna usaha air. Substansi hak guna air meliputi hak untuk mengalirkan air ke 
tanahnya melalui tanah orang-orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. 
Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok 
sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam 
sistem irigasi. Hak guna pakai memerlukan izin jika :  
1. Penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber daya 
air. 
2. Ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah 
besar. 
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3. Penggunaan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah 
ada.
40
 
Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 
mendefiniskan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan 
air irigasi untuk menunjang pertaniann yang jenisnya adalah irigasi 
permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa dan tambah. 
1. Pengertian Irigasi  
Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara 
membendung sumber air. Usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan 
air irigasi untuk menunjung pertanian yang jenisnya meliputi irigasi 
permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi 
tambak.
41
 Sedangkan menurut para ahli, Irigasi didefinisikan sebagai 
berikut : 
Menurut Hansen Vaughn E, Irigasi adalah penggunaan air pada 
tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk 
pertumbuhan tanam-tanaman. 
Menurut Mawardi, Irigasi adalah usaha untuk mendapatkan atau 
memproleh air yang menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk 
penunjang produksi pertanian.  
Menurut Hansen dkk, Irigasi adalah peenggunaan air pada tanah 
untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan  untuk pertumbuhan 
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tanam-tanaman atau irigasi adalah sejumlah air yang pada umumnya 
diambil dari sungai atau bendung yang dialirkan melaui sistem jaringan 
irigasi untuk menjaga kesimbangan jumlah air di dalam tanah. 
Menurut Kartaspoetra, Irigasi adalah kegiatan penyediaan dan 
pengaturan air untuk memenuhi kepentingan pertanian dengan 
memanfaatkan air yang berasal dari air permukaan dan tanah.  
Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan 
pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk 
penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air 
irigasi. Jaringan irigasi terbagi menjadi tiga yaitu sebagi berikut : 
a. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri 
dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, 
bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 
b. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang 
terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, 
bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan  bangunan pelengkapnya. 
c. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai 
prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari 
saluran tersir, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, 
boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
42
 
2. Bentuk – Bentuk Sistem Irigasi 
   Ada beberapa bentuk sistem irigasi yaitu sebagai beriku : 
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a. Irigasi Permukaan adalah dengan menggunakan teknik mengambilan 
air dari sumbernya, biasanya sungai, menggunakan bangunan berupa 
bendung atau pengambilan bebas. Air kemudian disalurkan ke lahan 
pertanian memanfaatkan daya gravitasi, sehingga tanah yang lebih 
tinggi akan terlebih dahulu mendapat asupan air. 
b. Irigasi bawah permukaan adalah   jenis irigasi ini menerapkan sistem 
pengairan bawah pada lapisan tanah untuk meresapkan air ke dalam 
tanah di bawah daerah akar menggunakan pipa bawah tanah atau 
saluran terbuka. Digerakkan oleh gaya kapiler, lengas tanah berpindah 
menuju daerah akar sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman. 
c. Irigasi dengan pencaran adalah irigasi yang termasuk irigasi lebih 
modern karena baru dikembangkan dibelakangan ini, caranya adalah 
dengan menyalurkan air dari sumbernya ke daerah sasaran dengan 
menggunakan pipa. Dilahan yang menjadi sasaran, ujung pipa 
disumbat menggunkan tekanan khusu dari alat pencurah sehingga 
muncul pancaran air. 
d. Irigasi pompa air adalah irigasi yang menggunakan tenaga mesin untuk 
mengalirkan berbagai jenis-jenis air dari sumber air, biasanya sumur, 
ke lahan pertanian menggunakan pipa atau saluran. Sumber air yang 
digunakan dalam jenis ini bisa diandalkan, jika tidak air sumur tidak 
surut pada musim kemarau. 
e. Irigasi mikro dan irigasi tetes adalah irigasi tetes merupakan cara 
pemberian air pada tanaman secara langsung, baik pada permukaan 
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tanah maupun di dalam tanah melalui tetesan secara sinambung dan 
perlahan pada tanah di dekat tumbuhan. Alat pengeluaran air pada 
sistem irigasi tetes disebut emitter atau penetes.
43
 
3. Tujuan dan manfaat sistem irigasi 
a. Tujuan sistem irigasi  
Dalam tujuan irigasi akan dibahas tujuan irigasi secara langsung 
dan tidak langsung yaitu sebagai berikut : 
1) Tujuan irigasi secara langsung  
Tujuan irigasi secara langsung adalah membasahi tanah, agar 
dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman 
dalam hubungannya dengan persentase kandungan air dan udara 
diantara butir-butir tanah. Pemberian air dapat juga mempunyai 
tujuan sebagai pengangkut bahan-bahan pupuk untuk perbaikan 
tanah.  
2) Tujuan irigasi secara tidak langsung 
 Tujuan irigasi secara tidak langsung adalah pemberian air yang 
 dapat menunjang usaha pertanian melalui berbagai cara antara lain 
yaitu mengatur suhu tanah, membersihkan tanah, memberantas 
hama, mempertinggi permukaan air tanah dan membersihkan 
buangan air.
44
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b. Manfaat sistem irigasi 
Beberapa manfaat irigasi yang harus diketahui diantaranya 
adalah sebagai berikut. 
1) Melancarkan aliran air ke lahan sawah 
2) Mencukupi kebutuhan pada lahan pertanian  
3) Mempermudah para petani untuk mengairi lahannya 
4) Salah satu sarana pendukung ketahanan pangan. 
5) Meningkatkan kesuburan tanah 
6) Kolmatase yaitu meninggikan tanah yang di dataran rendah seperti 
rawa-rawa dengan endapan lumpur yang terbawa oleh air irigasi.
45
 
4. Fungsi Irigasi 
 Fungsi irigasi pada prinsipnya adalah menambah kekurangan air 
pada lahan pertanian yang diperoleh dari air hujan atau air tanah, karena 
jumlah air yang diberikan kepada tanaman tidak mencakupi kebutuhan 
tanaman. Ada 9 fungsi dari irigasi yaitu sebagai berikut : 
a. Sebagai simpanan supply air jika saat terjadi kekeringan akibat 
kemarau panjang, sehingga tanaman pertanian bisa tetap ditanam dan 
dipanen. Irigasi di sini sekaligus juga mengatur jadwal dan porsi 
pembasahan tanah sehingga dalam musim apapun, lahan pertanian bisa 
dialiri air dan tanaman bisa tumbuh. 
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b. Memenuhi kebutuhan air pada tanaman pertanian. 
c. Mengalirkan air yang memuat zat lumpur serta zat hara penyubur 
tanaman untuk menyuburkan tanah menjadi lahan pertanian sehingga 
tanah siap ditanami dan menghasilkan tumbuhan yang juga subur dan 
baik. 
d. Mengalirkan air yang akan berfungsi mengendapkan kotoran atau 
limbah di dalam tanah ke dalam lapisan bawah (saluran drainase) 
sehingga tidak menggangu proses pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman dan menghindari terjadinya erosi tanah. 
e. Mengendapkan zat-zat garam dari permukaan tanah ke tanah lapisan 
bawah sehingga di permukaan, kadar garam akan menurun. 
f. Menyiapkan tanah untuk mengalami proses pengolahan dengan 
terlebih dahulu melunakkannya. Lunaknya tanah akan mempermudah 
proses pengolahan karena tanah yang keras akan sulit diolah semisal 
dicangkul atau dibajal. 
g. Meninggikan tanah yang posisinya rendah. Lumpur yang terkandung 
dalam air irigasi dapat memungkinkan hal ini terjadi sehingga tanah 
yang potensi untuk pertanian dapat digunakan lebih maksimal. 
h. Menurunkan suhu dalam tanah sehingga kondusif untuk pertanian. 
i. Mengurangi kemungkinan kerusakan tanah yang diakibatkan oleh 
embun beku (frost).
46
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5. Kedudukan Penggunaan Air Untuk Irigasi 
Penyediaan air irigasi ditetapkan dalam PP No. 20 Tahun 2006 
tentang Irigasi, khususnya pasal 36 yaitu „‟ air irigasi ditunjukan untuk 
mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi 
pertanian yang maksimal, diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan 
kebutuhan lainnya‟‟.47 Untuk memperoleh hasil yang optimal, pemberian 
air harus sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperlukan tanaman. 
Adapun faktor-faktor yang menentukan besarnya kebutuhan air irigasi 
untuk tanaman dilihat dari jenis tanaman, cara pemberian air, jenis tanah 
yang digunakan, cara pengelolaan pemeliharaan saluran dan bangunan, 
pengolahan tanah, iklim dan keadaan cuaca.  
Potensi perekonomian kabupaten Simalungun sebagian besar 
terletak pada produksi pertaniannya. Produksi lainnya adalah hasil industri 
pengelolahan dan jasa. Untuk itu tak dipungkiri bahwa setiap makhluk 
hidup mulai dari tumbuhan, hewan, hingga manusia sangat bergantung 
dengan air sebagai sumber daya untuk menunjang kehidupannya. 
Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, 
pemberian dan penggunaan air irigasi. Penggunaan air irigasi adalah 
kegiatan pemanfaatan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian 
pada saat diperlukan. Masyarakat petani di kecamatan Bandar Huluan 
kabupaten Simalungun yang menggunakan air untuk irigasi yaitu kurang 
lebih 75 % dan 25% nya lagi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. 
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Tanaman padi sawah memerlukan cuarah air antara 200 mm/bulan atau 
1500-2000 mm/tahun dengan ketinggian tempat optimal 0-1500 mdpl. 
 
E. Kedudukan dan Mekanisme Pengawasan Dinas PU Tentang Irigasi 
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 
Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi. 
 
1. Kedudukan Pengawasan Dinas PU Tentang Irigasi Menurut Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang 
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi. 
„‟Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat‟'.48 
Bunyi UUD RI 1945 Pasal 33 Ayat (3) tersebut merupakan 
landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum tanah 
nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan 
negara itu dipergunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya 
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 
Irigasi sebagai salah satu unsur dalam menunjang sarana dan 
prasarana bagi petani yang memiliki peranan yang sangat penting dan 
strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan 
pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menunjang, 
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menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan agar bisa memberi 
kemakmuran ekonomi  dan mensejahterakan nasional. 
Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen 
irigasi, kelembangaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia. 
Irigasi adalah usaha penydiaan, pengaturan, dan pembungan air irigasi 
untuk menunjang pertanian yang sejeninya melaputi irigasi permukan, 
irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. 
Kemudian diterapkan pada daerah irigasi yang merupakan kesatuan lahan 
yang mendapat air dari satu jaringan. 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber 
daya air, pengelolaan sistem irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan 
dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya 
adalah irigasi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa, dan tambak. 
Untuk mengalirkan air sampai pada areal persawahan diperlukan jaringan 
irigasi dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh sebab 
itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. 
Peraturan penyelenggaraan irigasi secara teknis diatur oleh 
peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi, peraturan 
tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 9,pasal 16, pasal 
31, pasal 36, pasal 41, pasal 47, pasal 51, pasal 56, pasal 65, pasal 75 dan 
pasal 85. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat 
Nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi yang dimaksudkan pasal 2 yaitu sebagai acuan bagi pemerintah 
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pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, 
pemerintah desa, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, dan pengguna 
jaringan irigasi lain dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi.
49
 
Pasal 2 ayat 2 yaitu ruang lingkup pengaturan dalam peraturan 
menteri ini meliputi prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, 
kelembagaan pengelolaan irigasi, wewenang dan tanggung jawab, 
koordinasi pengelolaan sistem irigasi, pemberdayaan, partisipasi 
masyarakat petani/ P3A/ GP3A /IP3A dalam pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi, syarat dan tata laksana partisipasi, serah 
pemantauan/pengawasaan dan evaluasi dalam pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi. 
Penanggung jawab kegiatan yaitu pemerintah pusat, pemerintah 
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, badan 
sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang melaksanakan 
pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi 
jaringan irigasi di suatu wilayah. Menteri yang berperan yaitu menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan 
sumber daya air. Dinas yaitu instansi pemerintah daerah provinsi atau 
pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidang irigasi. 
Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari 
petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. 
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Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk 
mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Pasal 33 yang 
berbunyi: „‟pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan 
irigasi dilakukan oleh Direktorat terkait,balai besar wilayah sungai/ balai 
wilayah sungai dan dinas provinsi yang melakukan tugas pembantuan 
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya‟‟. 
P3A/GP3A /IP3A dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap 
pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan 
irigasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh 
petugas kepada instansi yang berwenang. 
Tujuan dari peraturan tersebut agar wewenang, tugas, tanggung 
jawab lembaga pengelolaan irigasi provinsi dan kabupaten/kota adalah 
untuk meningkatkan keterpaduan berbagai lembaga dalam pengeolaan 
irigasi provinsi dan kabupaten/kota guna terjaminnya keberlanjutan sistem 
irigasi.  
2. Mekanisme Pengawasan Pekerjaan Umum Tentang Irigasi Menurut 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang 
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi. 
a. Mekanisme Pengawasan 
Pemerintah Pusat dipimpin oleh kepala negara/Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri 
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang berbunyi: 
wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi : 
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya 
berdasarkan kebijakan nasional mengenai sumber daya air dan 
kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan 
memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya. 
b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 
dalam satu kabupaten/kota. 
c. Mengatur, menetapkan, dan memberikan izin penyediaan, 
peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya 
serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu 
kabupaten/kota 
d. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan 
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu 
kabupaten/kota. 
Selanjutnya menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 
2004 tentang sumber daya air yang berbunyi: „‟Pemerintah dan 
 
 
62 
Pemerintah daerah menyelenggarakan Pemberdayaan para pemilik 
kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan 
sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya 
air‟‟.50 Kemudian secara teknisnya ditindak lanjuti dengan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang 
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi.  
Pada pasal 3 pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 
bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian 
dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, 
atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, 
bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi primer dan sekunder.  
Pembinaan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi 
aspek pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan. Aspek 
pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum 
maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian 
pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian irigasi 
serta pemanfaatan sumber daya air. Sedangkan aspek pengawasan 
dilakukan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada 
setiap daerah irigasi. 
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b. Tata Cara Yang Dilakukan Atau Teknis Pengawasan  
Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuran bagi 
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 
kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, 
dan pengguna jaringan irigasi lain dalam melaksanakan pengembangan 
dan pengelolaan sistem irigasi. 
Dalam menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi primer dan sekunder, menteri mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab dalam kegiatan seperti berikut: 
1) Menyusun pokok-pokok kebijakan pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi. 
2) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. 
3) Menetapkan norma, standar, criteria, dan pedoman pengembangan 
dan pengelolaan sistem irigasi. 
4) Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder 
pada daerah irigasi yang luasnya dari 300 ha, atau pada daerah 
irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas Negara dan daerah 
irigasi strategis nasional. 
5) Memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota. 
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6) Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi 
tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan 
primsip kemandirian. 
7) Memberikan izin pembangunan, pengawasan, pemanfaatan, 
pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran 
irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah 
irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah 
irigasi strategis nasional dan 
8) Melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang 
irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat 
petani. 
Bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, antara lain berupa 
bimbingan teknis, tenaga, peralatan, konsultasi, dan/atau melalui 
kegiatan lomba. 
1) Persyaratan dan tata laksana partisipasi. 
a) Partisipasi masyarakat petani dalam pengawasan, 
pemanfaatan, pembangunan jaringan irigasi primer dan 
jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui kelompok 
petani pada setiap desa. 
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b) Partisipasi masyarakat petani dalam peningkatkan jaringan 
irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan 
melalui: 
a. P3A/GP3A/IP3A; 
b. Organisasi adat pengelolaan irigasi. 
c) Masyarakat petani secara perseorangan dapat berpartisipasi 
terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif 
dan bersifat sukarela. 
d) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan 
bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dapat 
berupa konteribusi material, dana untuk membantu 
pelaksanaan pekerjaan pengawasan, pembangunan, dan/atau 
peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi 
sekunder. 
2) Pemantauan dan evaluasi  
1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dimaksudkan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan 
dalam penerapan prinsip pengembangan dan pengelolaan pada 
jaringan irigasi primer dan sekunder. 
2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 dilaksanakan oleh direktorat terkait, balai besar 
wilayah sungai/balai wilayah sungai dan dinas provinsi yang 
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melaksanakan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan 
jaringan irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung 
jawabnya. 
3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. Pemantauan dilaksanakan secara terus-menerus dan 
berkesinambungan dan 
b. Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 
satu tahun. 
4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud ayat 1 digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan 
perbaikan pada penyelenggaraan pengembangan dan 
pengelolaan jaringan irigasi pada periode selanjutnya. 
3) Pengawasan  
a) Pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan 
irigasi dilakukan oleh Direktorat terkait, Balai Besar Sungai/ 
Balai Wilayah Sungai dan dinas provinsi yang melakukan tugas 
pembantuan operasi dan pemeliharan jaringan irigasi sesuai 
dengan kewenangannya. 
b) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi 
kegiatan: 
a. Pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, 
standar, pedoman, dan manual 
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b. Pelaporan 
c. Pemberian rekomendasi dan 
d. Penertiban 
c) P3A/GP3A/IP3A dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran 
terhadap pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan 
rehabilitasi jaringan irigasi, baik yang dilakukan oleh 
masyarakat maupun yang dilakukan oleh petugas balai besar 
wilayah sungai/balai wilayah sungai dan dinas provinsi yang 
melaksanakan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan 
jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya.
51
 
c. Hubungan Dinas Pekerjaan Umum dengan Irigasi 
Dinas pekerjaan umum yaitu suatu lembaga yang mempunyai 
tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di 
bidang bina marga, cipta karya, pengairan, tata ruang dan mempunyai 
fungsi sebagai pelaksanaan perencanaan terhadap pemeliharaan 
rehabilitasi pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan irigasi 
adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi 
untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, 
irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. 
Adapun tugas Kapala Bidang sumber daya air mempunyai 
tugas pokok pembantuan Kepala dinas dalam merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan sumber 
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daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeriharaan sumber daya air. 
Dan Kepala UPTD mempunyai tugas melakukan perencanaan, 
pengawasan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, 
inventarisasi, sarana pengairan/sumber daya air serta bangunan 
pelengkapnya dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
 1 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitihan mengenai peranan dinas pekerjaan 
umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi 
di kecamatan Bandar Huluan kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan 
Dan Pengelolaan Sistem Irigasi dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di 
kecamatan Bandar Huluan kabupaten Simalungun berdasarkan peraturan 
menteri pekerjaan umum nomor 30/prt/m/2015 tentang pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi, Pada pasal 10 ayat (1) pengembangan sistem 
irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau 
peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. Pasal 32 ayat (1) kegiatan 
pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan dan 
pengelolaan jaringan irigasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam penerapan prinsip 
pengembangan dan pengelolaan pada jaringan irigasi primer dan sekunder 
dan pasal 33 (1) pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan 
jaringan irigasi dilakukan oleh direktorat terkait, balai besar wilayah 
sungai/balai wilayah sungai dan dinas provinsi yang melakukan tugas 
pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan sesuai dengan 
kewenangannya yang dalam hal ini dilakukan oleh dinas PU bersama 
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dengan lembaga UPTD. Selanjutnya pada ayat 2 pasal 32 mengatakan 
bahwa oleh PU dan UPTD meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi 
agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, manual, pelaporan, 
pemberian rekomendasi dan penertiban. Berdasarkan hasil wawancara dan 
pengisian angket pada pemilik lahan persawahan banyak yang mengatakan 
bahwa dinas PU ataupun UPTD jarang sekali turun ke lokasi persawahan 
untuk memantau atau pengawasan saluran jaringan irigasi secara 
keseluruhan, tunggu adanya pelaporan dari pihak petani baru dinas PU dan 
UPTD melakukan pengawasan dan apabila turun hanya pada saat 
melakukan proses pembangunan tembok saluran, tembok penahan dan 
bangunan saluran irigasi. 
2. Dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dinas PU 
dan UPTD memiliki faktor penghambat dalam pelaksanaannya 
diantaranya 
a. Kurangnya pertanggung jawaban dalam pengawasan terdapat 
pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi yang di lakukan oleh pihak 
PU yang dilimpahkan kepada UPTD yang lebih bertanggung jawab 
atas kondisi lapangan aliran jaringan irigasi. Setiap pekerjaan 
seharusnya memiliki kualitas agar pekerjaan yang di kerjakan 
menghasilkan hasil yang dengan maksimal.  
b. Terlalu banyaknya bangunan irigasi dan saluran irigasi sehingga 
mengalami kebocoran di saluran primer, sekunder dan tersier yang 
disebabkan pencurian air  (lobang tikus) yang dilakukan oleh 
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beberapa petani yang tidak bertanggung jawab dan ada juga kendala 
yang tidak terduga yaitu disebabkan oleh faktor alam, ataupun karena 
sudah terlalu lama bangunan saluran irigasi yang mengakibatkan 
kebocoran dan air tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-biaknya 
c. Tumpukan lumpur disaluran melampaui ketinggian yang diizinkan, 
sehingga dapat mengurangi kelancaran pengairan ke tempat lain dan 
jumlah air mengalirpun tidak dapat memenuhi kebutuhan irigasi. 
d. Sebagian petani memanfaatkan sawahnya untuk pendederan 
(pembesaran anak ikan) sehingga mengganggu jawal tanam dan 
jadwal irigasi. 
 
B. Saran 
Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut :  
1. Seharusnya Dinas PU atau UPTD harus lebih memberikan pemahaman 
kepada pihak petani seperti melakukan sosialisasi kepada para pihak petani 
sekurang-kurangnya setahun sekali. kemudian  petugas Dinas PU atau 
UPTD harus lebih meningkatkan kinerja dalam pengawasan terhadap 
pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kecamatan Bandar huluan 
kabupaten simalungun supaya tidak ada saling rebutan air antara petani 
untuk menghindari keributan. Serta Dinas PU ataupun UPTD juga harus 
menyediakan dan memelihara fasilitas saluran irigasi seperti memperbaiki, 
pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi baru dan/atau 
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yang sudah ada. Agar hasil produksi petani di kecamatan Bandar huluan 
kebupaten simalungun meningkat dari tahun sebelumnya. 
2. Dinas PU ataupun UPTD dalam pengawasan irigasi  seharusnya memiliki 
kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar pekerjaan serta 
bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan benar.  
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DAFTAR WAWANCARA 
 
1. Upaya apa saja yang dilakukan dinas pu dalam melakukan pengawasan 
terhadap pemanfaatan air untuk irigasi ? 
2. Apa saja sikap yang diberikan dalam memberikan fasilitas irigas dan 
mensejahterankan masyarakat petani ? 
3. Dalam proses pengawasan irigasi adakah jangka waktu yang dilakukan dinas 
pu? Dan upaya apa yang dilakukan jika ada penikatan dalam irigasi atau 
persoalan dalam irigasi ? 
4. Apakah dari pihak dinas pu sendiri ada melakukan sosialisasi tentang 
wawasan/pemahaman terhadap mengembangan irigasi ? dan dalam setahun 
ada berapa kali di adakan sosialisasi oleh dinas pu sendiri ? 
5. Mekamisme apa saja yang dilakukan dan yang di berikan agar distribusi air 
irigasi berjalan dengan merata ? 
6. Bagaimana sikap dari dinas pu selaku pengawasan irigasi jika sumber daya air 
untuk irigasi berkurang atau berlebih ? dan upaya apa yang dilakukan dari 
dinas pu sendiri? 
7. Berapa anggaran yang disediakan untuk pengawasan irigasi dan kemana saja 
anggaran  tersebut di kelolah ? 
No Nama Narasumber Jabatan Tanggal/Bulan/Tahun 
1. 
Delman Gultom,ST Kepala Bidang Pengelolaan 
Sumber Daya Air  kabupaten 
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DAFTAR WAWANCARA 
1. Apakah menurut bapak/ibu aliran irigasi dipersawahan di kecamatan bandar 
huluan kabupaten simalungun sudah berjalan dengan lancar ? 
2. Jika terjadi masalah kecuraan air dalam aliran irigasi salah seorang petani 
yang dilakukan dapat merugikan petani lain, apakah ada tindahkan dari dinas 
pu ? 
3. Jika dinas pu memberikan layanan dalam berupa alat untuk memasok air, 
apakah ada biaya yang di pungut dari masyarakat petani, jika ada berapa 
pungutan tersebut? 
4. Apakah ada sikap dari dinas pu dalam pengawasan terhadap pemanfaataan air 
untuk irigasi jika terjadi musin kemarau dan musin hujan, adakah tindakah 
dari dinas pu ?  
5. Sepengetahuan bapak/ibu adakah pengawasan rutin atau pemantauan yang 
dilakukan oleh dinas pu dalam pengawasan irigasi dan berapa bulan sekali di 
lakukan ? 
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